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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA 

 

A. Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul  

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana 

yang marak terjadi di Gunungkidul. Perempuan (istri) merupakan 

mayoritas korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

tersebut. Dalam upaya penyelesaian, korban kekerasan dalam rumah 

tangga di Gunungkidul meminta bantuan kepada Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gunungkidul,  atau kepada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana. 

Di Gunungkidul, berdasarkan data yang diperoleh dari Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Gunungkidul 

didapatkan data kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2010 sebanyak 

4 kasus. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 9 kasus. Tahun 

2012 mengalami penurunan menjadi 6 kasus. Tahun 2013 mengalami 

penurun kembali menjadi 5 kasus. Tahun 2014 angka kekerasan dalam 

rumah tangga mengalami kenaikan kembali menjadi 9 kasus.  

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana 

(BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul didapatkan data kekerasan dalam 

rumah tangga yang terjadi di Gunungkidul pada tahun 2010 adalah 21 
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kasus. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 27 kasus. Tahun 

2012 menjadi 29 kasus. Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 16 

kasus. Tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi 17 kasus.  

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gunungkidul selama 

tahun 2010 dan 2011 cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan pada 

tahun 2012 dan 2013 angka kekerasan dalam rumah tangga cenderung 

mengalami penurunan. Tetapi, tahun 2014 angka kekerasan dalam rumah 

tangga kembali mengalami kenaikan. Perubahan angka kekerasan dalam 

rumah tangga yang terjadi di Gunungkidul tersebut dikarenakan oleh 

berbagai faktor, baik itu terkait pelaku, korban, maupun lembaga penegak 

hukum.  

Selain data yang berupa angka, penulis juga mendapat data 

kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga yang marak terjadi di Gunungkidul.  Data tersebut 

didapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian 

Resor Gunungkidul, Badan Pemberdayaan Massyarakat, Perempuan, dan 

Keluarga Berencana (BPMPKB), dan didukung oleh putusan Pengadilan 

Wonosari yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga dengan korban adalah istri. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

yang terjadi di Gunungkidul tersebut antaralain:  

1. Kekerasan Fisik; 

2. Kekerasan Psikis; dan 



 

21 

 

3. Penelantaran Rumah Tangga. 

  

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak 

terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat 

dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 

kekerasan.” 

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak 

dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk 

perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau 

tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang 

dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait 

dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.
22

 

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:
23

 

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 

2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 

fisik atau barang orang lain; 

3. Paksaan.  

                                                           
22

 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan…Op.Cit, Hlm 58. 
23

 www.kbbi.web.id/keras, Akses 17 November 2015  
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Berbeda halnya dengan pengertian kekerasan menurut Kadish 

Sanford (1983:1618), menurutnya kekerasan adalah “all type of illegal 

behaviour , either threatened or actual that result in the damage or 

destruction of property or in the injury or death of an individual.”  

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford 

tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama 

harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau 

sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya 

kerusakan terhadap harta benda atau fisik  atau kematian.
24

 Hal tersebut 

tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh 

Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, 

menurutnya kekerasan adalah:
25

  

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang 

lain, dan  yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian 

pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan 

orang lain.”  

 

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata 

keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah 

sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.” 

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

                                                           
24

 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 1992, Bandung: PT 

Eresco, Hlm 55. 
25

 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama, Hlm 411. 
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suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
26

 

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan 

dalam rumah tangga.
27

 Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai 

kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif. 

Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka 

kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan 

yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang 

jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam 

rumah tangga, sebagai berikut:  

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”   
 

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut 

pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup 

kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki 

sebagai korban. 

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

                                                           
26

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
27

 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan… Op.Cit., Hlm 61.  
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Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang 

PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, 

kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. 

Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang 

dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. 

Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, 

pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia 

atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.
28

 Kekerasan 

fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa 

serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan 

paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan 

fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan 

pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.
29

 Akibat dari 

kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka 

berat, maupun kematian. 

  Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-

Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan 

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” 

                                                           
28

 Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum,  2003, Yogyakarta: UII 

Press,  Hlm 35. 
29

 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan… Op.Cit, Hlm 80-81.  



 

25 

 

2. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang 

atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, 

baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk 

merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun 

ancaman.
30

 Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT 

memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: 

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b adalah  perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 

berat  pada seseorang.” 

 

3. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat 

seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan 

tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan 

pelaku.
31

Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan 

fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku 

fisik.
32

 

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT 

adalah: 

Kekerasan seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c meliputi : 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga tersebut;   

                                                           
30

 Ibid, hlm 81. 
31

 Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan …Op.Cit, Hlm 36. 
32

Ibid.  
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b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain 

untuk tujuan komersial  dan/atau tujuan tertentu.  

  

4. Penelantaran Rumah Tangga 

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang 

PKDRT adalah; 

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 

lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian 

ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut.  

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 

kendali  orang tersebut. 

 

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan 

ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang 

seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup 

korban atau berupa pembatasan atau larangan yang 

menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang 

istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, 

serta tidak memberikan uang belanja.
33

 

 

D. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang 

tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini 

                                                           
33
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dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

kekerasan dalam rumah tangga terjadi. 

Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti 

yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan: 

”Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka 

ragam dan bermacam-macam. Dan Bahwa faktor-faktor itu dewasa 

ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu 

ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan 

perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada 

teori ilmiah.  

 

Akan tetapi  untuk melakkukan analisa faktor-faktor penyebab 

kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, 

yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang 

bersumber dari luar diri individu (ektern). 
34

 

1. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern) 

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini 

mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak 

kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri 

individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi 

menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat 

umum.  

1.1 Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu 

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitan 

dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

                                                           
34

 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 42-52.  
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terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila 

psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu 

tersebut akan melakukan penyimpangan atau 

kejahatan.
35

Adapun beberapa sifat khusus yang dapat 

menimbulkan kejahatan, antara lain: 

1.1.1 Sakit Jiwa  

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki 

kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata 

lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan 

cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat 

terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan 

dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena 

pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi 

beban untuk masa depannya.  

1.1.2 Daya Emosional 

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi 

yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul 

karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara 

keinginan yang ada dalam diri seorang dengan 

kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang 

yang memiliki daya emosial rendah akan memiliki 

                                                           
35
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kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih 

tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang 

memiliki daya emosional tinggi.  

1.1.3 Rendahnya Mental 

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya 

intelegensia seseorang.
36

 Seseorang yang memiliki 

daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung 

menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada 

akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki 

daya intelegensia rendah menjadi berbuat 

menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang 

tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah 

dicapai dalam kelompok masyarakat. 

1.1.4 Anomi 

Anomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan 

bingung). Anomi ini terjadi pada saat seseorang 

berhadapan dengan kejadian atau perubahan yang 

belum perrnah dialaminya, atau berhadapan dengan 

hal baru yang mana dalam penyelesaiannya 

membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang 

dalam keadaan anomi dikatakan dapat melakukan 
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perbuatan menyimpang karena dalam keadaan ini 

seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.   

1.2 Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu 

Menurut Hari Saherodji (1980), sifat umum dalam 

diri individu dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, 

yaitu:  

1.2.1 Umur 

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki 

pengaruh yang besar dalam terjadinya 

penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan 

perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang 

ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan 

rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan 

yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam 

pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu 

pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.  

1.2.2 Sex  

Sex dalam hal ini  berhubungan dengan keadaan 

fisik seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki 

fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga 

penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh 

seorang laki-laki.  

1.2.3 Kedudukan Individu Dalam Masyarakat 
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Kedudukan individu dalam masyarakat juga 

menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang 

akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang 

memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan 

cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut 

terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan 

dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi 

hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain itu 

seseorang yang memiliki kedudukan dalam 

masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya 

harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki 

harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa 

melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan 

atau menguntungkan bagi bawahannya atau 

masyarakat yang berada dibawahnya).   

1.2.4 Pendidikan 

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap 

intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki 

intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir 

rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi 

dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang 

memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi 

dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan 
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pengertian bahwa seseorang yang memiliki 

intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk 

melakukan penyimpangan.  

1.2.5 Masalah Rekreasi atau Hiburan 

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang 

terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu 

penyimpangan atau kejahatan. Tetapi dalam 

realitasnya, rekreasi atau hiburan ini memang 

berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya 

penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi 

atau hiburan biasanya akan merasakan jenuh dan 

kemudian pada puncak kejenuhannya akan 

melakukan penyimpangan.  

2. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern) 

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) 

merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan 

diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain:
37

 

2.1 Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu 

digunakan sebagai penutup faktor-faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya penyimpangan atau 
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kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya 

kesalahan pada teori yang telah dikemukan oleh Marx 

yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk 

dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari 

sistem ekonomi kapitalis.
38

  

Meskipun demikian, faktor ekonomi tidak bisa 

dikatakan bukan sebagai faktor terjadinya kejahatan. 

Faktor ekonomi ini sedikit banyak juga memberikan 

pengaruh terhadap terjadinya kejahatan, contoh: 

kejahatan yang terjadi karena tingginya harga pangan, 

sehingga orang-orang yang tidak mampu membeli 

kebutuhan mereka akan memilih untuk mencuri. 

Kasus lain misalnya, tingginya kebutuhan dalam 

rumah tangga yang menuntut seorang suami untuk 

memenuhinya, dikarenakan tidak bisa terpenuhi 

tuntutan tersebut, istri mengatakan bahwa suami tidak 

dapat mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga 

pada akhirnya suami melakukan kejahatan terhadap 

istri.  

2.2 Faktor Agama 

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia 

setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya 
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suatu kejahatan. Semakin seorang taat kepada 

agamanya semakin kecil kemungkinan orang tersebut 

untuk berbuat jahat. Seperti yang dikatakan oleh 

Florence Greenhoe Robins, dalam bukunya, 

Education Sociology (1952):
39

 

“Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang 

utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, 

agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.” 

 

2.3 Faktor Bacaan 

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki 

pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan 

seeorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab 

dari terjadinya kejahatan.
40

 Bacaan yang buruk dapat 

saja membelokan kecenderungan perilaku kriminal 

seseorang dengan cara memberikan kepuasan kepada 

orang yang membacanya, sehingga seseorang yang 

membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat 

dalam bacaannya. 

Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang 

dilakukan di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar 

hukum yang mana dari hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa faktor bacaan hanya memberikan 
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sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Tetapi 

bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat 

jahat biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh 

dengan bacaan yang buruk yang mana bacaan tersebut 

mudah didapat, dan isinya ringan.  

2.4 Faktor Film  

Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap 

lebih berbahaya daripada bacaan. Hal ini dikarenakan 

film akan memberikan gambaran yang jelas mengenai 

berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam 

film yang dilihat. Gambaran tersebut biasanya akan 

memberikan khayalan kepada penontonnya, sehingga 

setelah selesai menonton film seseorang cenderung 

akan meniru apa yang ada di dalam film tersebut. 

 Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Ford Fundation dan 

Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam Seminar Nasional 

“Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual” pada 

tanggal 6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga 

disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas 

pola relasi laki-laki dan perempuan.
41

 Toleransi masyarakat yang demikian 

longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat ini 

didasarkan kepada adanya anggapan bahwa laki-laki itu superior terhadap 
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perempuan (istri) mereka.
42

Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:
43

 

1. Budaya Patriarkhi 

Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang menaruh laki-laki lebih 

tinggi derajatnya daripada perempuan, sehingga dalam setiap 

tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan 

selalu dibenarkan, meskipun itu berupa tindak kekerasan.  

2. Interprestasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama 

Ajaran agama yang menempatkan laki-laki  sebagai pemimpin 

bagi perempuan (istri) seringkali disalah artikan sebagai 

kebolehan untuk mengontrol dan menguasai istrinya.  

3. Pengaruh Role Mode  

Role mode atau lebih dikenal dengan istilah teladan, yaitu suatu 

kegiatan meniru orang lain (dalam hal ini, kegiatan meniru 

ayah oleh anaknya).
44

Seorang anak yang tumbuh dewasa dalam 

keluarga yang ayah suka melakukan kekerasan kepada ibunya 

akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama 

kepada pasangannya kelak.
45

 

Teori Kontrol Sosial atau social bonds theory dari Travis Hirschi 

juga dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Berdasarkan 
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penelitiannya yang dilakukan terhadap 4.077 pelajar SMP dan SMU di 

California, Hirschi mendapatkan bahwa: “Weakness in any of the bonds 

was asociated with delinquent behavior” atau dalam terjemahannya berarti 

kelemahan di setiap ikatan-ikatan berkaitan dengan tingkah laku 

deliquent.
46

Dalam teorinya, ada empat elemen yang berpengaruh terhadap 

terjadinya penyimpangan atau kejahatan, antara lain: 

1. Attachment 

Attachment, merupakan bentuk keterikatan seorang pada orang 

lain atau lembaga (sekolah).
47

Keterikatan seorang pada orang 

lain menurut Hirschi dapat berupa keterikan seorang dengan 

orang tua dan teman sebayanya.
48

 

Hubungan yang saling terikat ini akan menimbulkan sinergi 

saling mendukung satu sama lain.
49

 Dengan terikatnya 

seseorang yang memiliki norma, maka akan semakin kecil 

kemungkinan terjadi penyimpangan atau kejahatan.  

2. Commitment 

Commitment atau keterikatan seseorang pada subsistem 

konvensional akan memberikan kesadaran mengenai masa 

depan. Sehingga seseorang yang ingin memiliki masa depan 

yang baik harus melakukan hal baik pula. Hal tersebut terkait 
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dengan subsistem konvensional yang ada dalam 

lingkungannya, seperti sekolah, pekerjaan, organisasi. Seorang 

yang memiliki keterikat dalam suatu subsistem konvensional 

yang baik, akan berasumsi bahwa orang tersebut akan dengan 

sendirinya memperoleh hadiah, uang, pengakuan, bahkan status 

sosial.
50

 Sehingga peluang untuk melakukan penyimpangan 

atau kejahatan menjadi kecil karena tingginya penghargaan 

terhadap dirinya sendiri yang diwujudkan dari subsistem 

konvensional yang diikutinya. 

3. Involvement 

Involvement atau keterlibatan, akan mendorong individu untuk 

berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.
51

 Bahwa 

tingginya frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil 

kecenderungan yang bersangkutan untuk berbuat menyimpang 

atau jahat. Reaksi positif ini muncul karena adanya sikap untuk 

tetap menjaga kualitas diri.
52

 Produk yang unggul selalu 

mendapat tempat dimasyarakat dengan kedudukan dan 

penghargaan sesuai dengan kualitas dirinya. Hal ini disebabkan 

tingginya pernghargaan terhadap peluang waktu senggang yang 

semakin pendek sehingga seseorang menyadari betapa 

pentingnya pemanfaatan waktu secara optimal. 
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4. Belief  

Belief atau kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dari norma-

norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.
53

Belief menyebabkan 

seseorang menghargai nilai-nilai moral yang ada, serta 

merasakan adanya kewajiban untuk mematuhinya. Semakin 

kuat ikatan seseorang dengan nilai-nilai moral, maka akan 

semakin kecil kecenderungan orang tersebut untuk bebuat 

menyimpang atau jahat.  

 Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Travis Hirschi tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyimpang atau kejahatan 

disebabkan karena lemahnya ikatan seseorang dengan empat elemen 

diatas, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief.  

 

E. Siklus Tiga Fase Berulang  

Kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan yang paling sering 

terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan ini  biasanya dilakukan suami 

untuk mendisiplinkan istrinya yang dianggap melakukan kesalahan. Akan 

tetapi dalam penggunaan kekerasan ini harus dibatasi, seperti  hukum yang 

diterapkan di Amerika yang lebih dikenal dengan istilah “rule of thumb” 

yang menyatakan suami boleh memukul istrinya, tetapi hanya boleh 

dengan tongkat atau senjata yang tebalnya tidak melebihi jempolnya (Koss 

dan House-Higgins, 2000). 
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Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Lenore Walker 

merupakan kekerasan dengan ciri terjadinya siklus tiga fase berulang, 

antara lain; tension-building, battering, dan contrition. 
54

  

1. Fase Tension-Building 

Fase tension building atau fase pembentukan ketegangan 

adalah fase dimana terjadi akumulasi ketegangan emosional 

dan insiden penganiyaan ringan.
55

Contoh penganiayaan ringan 

adalah penamparan atau pemukulan yang tidak menyebabkan 

luka serius. Pada fase ini biasanya korban akan berusaha 

menenangkan pelaku dengan menggunakan teknik yang 

sebelumnya pernah efektif dengan tujuan untuk menghindari 

konflik yang berkepanjangan. Kepasifan korban terhadap 

kekerasan yang menimpa dirinya, pada akhirnya akan 

membuat pelaku kekerasan semakin sering melakukan 

kekerasan dan bahkan cenderung akan lebih kasar.
56

 

2. Fase Battering 

Fase battering atau fase dimana insiden kekerasan yang 

dialami korban semakin akut (acute battering incident). Fase 

kedua ini bersifat destruktif, tidak dapat dikendalikan, dan 

cenderung singkat.
57

Akibat kekerasan dalam fase ini dapat 
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berupa luka-luka berat dan bahkan kematian, hal ini 

dikarenakan puncak kekerasan terjadi pada fase ini. Lenore 

Walker menyatakan pada fase ini akan terjadi kekerasan fisik 

yang paling parah dan akan membawa tekanan psikologis 

kepada korbannya.  

3. Fase Contrition 

Fase contrition atau fase honeymoon (bulan madu) adalah fase 

dimana pelaku kekerasan merasa menyesal dan berjanji tidak 

akan mengulangi perbuatannya. Fase ini diikuti dengan 

tindakan pelaku yang memperlakukan istrinya dengan baik. 

Tindakan tersebut dilakukan sebagai ekspresi penyesalan 

pelaku atas tindak kekerasan  yang pernah dilakukan, sekaligus 

sebagai wujud dari janjinya. 

Setelah fase ketiga berakhir, Lenore Walker menyatakan bahwa 

kekerasan yang dialami oleh istri akan terulang kembali, dan bahkan lebih 

berat dan lebih sering dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan seseorang 

yang sudah terbiasa melakukan kekerasan tidak akan puas sebelum orang 

tersebut melampiaskan kepada orang lain.  

Perempuan atau istri yang terjebak dalam hubungan yang diliputi 

kekerasan biasanya akan mengalami kecenderungan untuk belajar 

menerima kekerasan tersebut (learned helplessness), dan menjadi penurut 

(submisif). Artinya, wanita yang dari waktu ke waktu mampu bertahan 



 

42 

 

menghadapi kekerasan dalam jangka panjang akan menyerah pada 

penderitanya dan tidak mampu menolak atau meninggalkan pelakunya.  

Schuller (1994) menyatakan bahwa seorang perempuan yang 

dianiaya tidak memiliki banyak alternatif, hal ini menyebabkan seorang 

perempuan akan tetap memilih bertahan dalam kekerasan yang dialaminya 

dan pada akhirnya perempuan tersebut tidak akan mampu meninggalkan 

penganiayanya. Penyataan Schuller didukung oleh sejumlah identifikasi 

yang dilakukan oleh Lenore Walker terhadap sifat-sifat yang ada pada 

perempuan. Sifat-sifat tersebut antara lain; percaya bahwa perempuan 

dilahirkan menjadi penurut, citra diri yang buruk, dan kecenderungan 

seorang perempuan untuk menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang 

menimpa dirinya (sikap tanggungjawab atas kekerasan yang menimpa). 

Selain itu, Lenore Walker juga menjelaskan mengenai alasan 

perempuan lebih memilih bertahan dalam suatu hubungan yang disertai 

dengan kekerasan, alasan tersebut antara lain
58

: Pertama, perempuan 

merasa takut apabila ia pergi, suaminya akan menemukannya dan 

membunuhnya. Bahkan banyak penganiaya yang secara eksplisit 

mengancam korbannya. Kedua, rasa kasihan korban terhadap 

penganiayanya yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan maaf dari 

penganiaya, terkait dengan berakhirnya siklus ketiga. Ketiga, lemahnya 

finansial perempuan. Lemahnya finansial perempuan sebagai korban 

kekerasan dalam rumah tangga membawa akibat psikis yang begitu kuat 
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pada korban, akibat tersebut berupa rasa takut berlebih apabila berpisah 

dengan pelaku kekerasan maka korban tidak akan mampu memenuhi 

finansialnya sendiri.  

 

F. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang 

terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: 

1. Sanksi Pidana  

Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang 

terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku 

apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah 

melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang 

PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa 

pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 44 

(1)     Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 

dalam lingkup  rumah tangga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara  

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak    

Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).  

(2)     Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka 

berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
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(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).  

(3)     Dalam hal perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau 

denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh 

lima juta rupiah).  

(4)     Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh suami terhadap  isteri atau sebaliknya 

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Pasal 45 

(1)     Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis 

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara  

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 

9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).  

(2)     Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada    ayat 

(1) dilakukan oleh  suami terhadap isteri atau sebaliknya 

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

Pasal 46 

         Setiap orang yang melakukan  perbuatan kekerasan 

seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

dipidana dengan pidana penjara  paling lama 12 (dua 

belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah). 

Pasal 47 

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 

rumah tangganya melakukan hubungan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas 

juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 48 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban  mendapat luka 

yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 
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mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 

sekurangkurangnya selama  4 (empat) minggu terus 

menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur 

atau matinya janin dalam kandungan, atau 

mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 

tahun atau denda paling sedikit  Rp 25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah) dan denda paling  banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 49 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima 

belas juta rupiah), setiap orang yang :  

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 

tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1);  

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2). 

 

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan 

pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana 

tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT 

diatur dalam Pasal 50 yang berupa: 

a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk 

menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu 

tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari 

pelaku;   

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di 

bawah pengawasan lembaga tertentu. 

2. Delik  
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Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang 

PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut 

membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses 

penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga 

harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan 

kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan 

delik aduan, antara lain: 

2.1 Pasal 51 

Pasal 51 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak 

pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik 

dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik 

yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang 

mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit, atau luka berat.  

2.2 Pasal 52 

Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi : ”Tindak 

pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Bentuk 

kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-

Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
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kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat.  

2.3 Pasal 53 

Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak 

pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau 

sebaliknya merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan 

seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan 

hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual 

yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

lingkup rumah tangga.  

 Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang 

berupa delik aduan antaralain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan 

hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut memberikan 

pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 

yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup 

rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan 

tertentu, dan kekerasan yang berupa penelantaraan rumah tangga 

merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak 

dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila 

diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam delik 
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biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan 

tindakan penangan terhadap perkara terkait.  

 

G. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan 

dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak 

korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada 

pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka 

kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan, 

perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah perempuan 

yang berani memperjuangkan haknya. 

Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah 

tangga yang mana dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa 

kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik 

aduan
59

, maka untuk dapat diselesaikannya perkara tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan 

terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang 

diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban 

yang ditujukan kepada pihak kepolisian.
60
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Dalam hal setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan 

perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 

Undang-Undang PKDRT yang berbunyi :  

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung 

sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam 

rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan 

perlindungan sementara pada korban.  

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 

ditangani.  

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung 

sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah 

perlindungan dari pengadilan. 

 

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, 

kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et 

repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat 

visum psikitarium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini 

dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam 

perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.  

Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas 

perkara diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan, untuk 

dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 

cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 



 

50 

 

dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.  

 

H. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam  

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti Islam 

sebagai agama yang memberi rahmat bagi manusia telah memberikan 

pedoman kehidupan melalui Al-Quran dan As Sunnah. Al-Quran dan As 

Sunnah tersebut merupakan sumber otoritas utama bagi seluruh aktivitas 

manusia yang membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan 

dan permasalahan manusia di dunia, salah satunya kekerasan, khususnya 

kekerasan terhadap perempuan.
61

 

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan 

kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan 

perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu 

beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial (QS. An-nisaa 

[4]:152).
62

 

Rasulullah dalam pidato perpisahan (haji wada) memberikan pesan 

kepada umatnya:
63

 “ 

Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku 

pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-

baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka 

bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali 

memperlakukan mereka dengan kebaikan.” 

                                                           
61

 M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), Kekerasan Terhadap Perempuan 

Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, 2010, Bandung:  Refika 

Aditama, Hlm 108. 
62

 Ibid, Hlm 109. 
63

 Ibid. 



 

51 

 

 

Dalam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sangat 

jelas terlihat bahwa Rasulullah melarang kaum laki-laki berbuat semena-

mena terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki 

tidak memiliki hak atas kaum perempuan, kecuali hanya sebatas untuk 

kebaikan kaum perempuan saja.  

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat 

kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum 

yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut 

dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap 

Q.S. An nisaa ayat 34, yang artinya: 

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi 

sebagian dari harta mereka . Sebab itu maka wanita yang saleh, 

ialah wanita yang  taat kepada Allah dan memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehati 

mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan 

pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu janganlah 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha Besar.”  
 

Sekilas, ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk 

perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat.
64

 Penyataan 

laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan pemahaman yang keliru 

dalam masyarakat umum, khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) 

beranggapan bahwa seorang pemimpin harus ditaati. Hal tersebut 

memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan 
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perempuan sebagai bagian dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat 

tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan 

untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti 

dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka 

perintah tersebut tidak perlu ditaati.
65

  

Kedua, salah pemahanam laki-laki terhadap kebolehan memukul 

istri yang tidak taat. Dalam Islam memang diperbolehkan memukul istri, 

akan tetapi dalam keadaan tertentu, setelah istri tidak dapat dinasihati dan 

tidak kembali taat juga setelah pisah ranjang.
66

Dan jika memang harus 

dilakukan pemukulan terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami 

tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai wajah, kepala, 

atau tubuh.
67

 

Rasulullah bersabda bahwa tidak memukul istri itu lebih baik. Hal 

itu tertuang dalam sabda beliau, sebagai berikut: “Jangan kamu memukul 

kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya” serta 

“Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak 

menyukainya karena sesuatu hal (maka bersabarlah), karena Allah 

menjadikannya kebaikan yang banyak.” (QS. An-nisaa 4;19)
68

 

 Dengan demikian, menurut Islam kekerasan yang terjadi pada 

perempuan merupakan bentuk indikasi adanya salah pemahaman terhadap 

Surat An-Nisaa ayat 34 yang mana menempatkan kaum lelaki superioritas 
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terhadap kaum perempuan, dan kebolehan suami memukul istri yang tidak 

taat.   

Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari 

adanya salah pemahaman atas surat an- nisaa 34 juga merupakan sebuah 

jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al Ahkaam As-

Sulthaaniyah, jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam 

Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir.
69

 Hukuman hadd adalah 

hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur’an 

maupun dalam As-Sunnah. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak 

dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan 

jarimah ta’zir diserahkan kepada penguasa. 

Sedangkan macam jarimah dalam Islam dibagi menjadi empat, 

antaralain:
70

 

1. Jarimah Qishah 

Jarimah qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman 

yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk 

dalam jarimah qishas adalah pembunuhan dan penganiayaan 

dengan sengaja.  

2. Jarimah Diyat 

Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran 

ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang 
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termasuk jarimah diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan 

yang tidak disengaja.  

3. Jarimah Hudud 

Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman 

hadd. Yang termasuk jarimah hudud antaralain pencurian, 

perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-

minuman keras dan riddah.  

4. Jarimah Ta’zir 

Jarimah ta’zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman 

ta’zir.  

Berdasarkan bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang 

PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan 

menurut Islam sebagai berikut: 

1. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan 

luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu 

disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, 

jarimah diyat, serta jarimah ta’zir. 

 Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas berarti 

sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan 

apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik 

termasuk dalam jarimah diyat adalah dikarenakan korban 

jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman 
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qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya. 

Besar ganti kerugian atau diyat ini disesuaikan dengan kerugian 

yang dialami oleh korban.  

 Kekerasan fisik sebagai jarimah ta’zir terjadi ketika macam 

sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan 

sepenuhnya kepada penguasa.  

2. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan 

seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan 

psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan 

zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait 

dengan tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah hudud. 

Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah 

ta’zir.  

3. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, 

percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti 

meraba-raba atau mencium adalah jarimah ta’zir.
71

 Hal tersebut 

berarti kekerasan seksual dalam islam dalam penyelesaiannya 

diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.  

4. Penelantaran Rumah Tangga  
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Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan 

atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya 

untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran 

rumah tangga ini dalam Islam termasuk kedalam jarimah ta’zir. 

Jarimah ta’zir pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun 

yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan 

apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan 

melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya 

yang berupa larangan.
72
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